
1

WALI KOTA BANJAR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa kepadaPenyelenggara Negara yang
termasukkategoriPasal 2 ayat(7)Undang-UndangNomor 28
Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotismemenyatakan “Pejabatlain
yang
memilikifungsistrategisdalamkaitannyadenganpenyelenggaraan
Negara sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan
yang berlaku”, diwajibkanmenyampaikanLaporan Harta
KekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN)
kepadaKomisiPemberantasanKorupsi (KPK);

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Pimpinan KPK
Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian
dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terhitung mulai tanggal
1 Januari 2017 penyampaian LHKPN mulai berlaku secara
elektronik melalui aplikasi e-LHKPN;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlumenetapkanPeraturan Wali
KotatentangLaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negaradi
LingkunganPemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan
Negara yang BersihdanBebasKorupsi, KolusidanNepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor 75,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-UndangNomor 27 Tahun 2002 tentangPembentukan
Kota Banjar di ProvinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4244);
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3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004, tentangPerbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan,
PengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali,
terakhirdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun
2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor58, TambahanLembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor5679);

6. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005
tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006
tentangLaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Daerah Kota BanjarNomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang
SusunanOrganisasi, Tata Kerja, Kedudukan,
TugasPokokdanFungsiPerangkat Daerah (Berita Daerah Kota
Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanWal i Kota iniyangdimaksuddengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
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2. Pemerintah Daerah adalahWali Kota
sebagaiunsurpenyelenggaranPemerintahan Daerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang
menjadikewenangandaerahotonom.

3. Wali Kota adalahWali Kota Banjar.

4. Penyelenggara Negara Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat
PNWL adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah
Kota Banjar yang menjalankan fungsi dan tugas pokok
berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. PejabatPimpinanTinggiadalahPegawaiNegeriSipil yang
mendudukiJabatanPimpinanTinggi di PemerintahDaerah Kota
Banjar.

6. PejabatAdministrasiadalahPegawaiNegeriSipil yang
mendudukiJabatanAdministrasipadainstansipemerintah di
PemerintahDaerah Kota Banjar.

7. KomisiPemberantasanKorupsi yang selanjutnyadisingkat KPK
adalahKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaiman
adimaksuddalamketentuanperundang-undangan.

8. LaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara yang
selanjutnyadisingkat LHKPN
adalahdaftarseluruhHartaKekayaanPenyelenggara Negara,
yang dituangkandalam e-LHKPN yang ditetapkanoleh KPK.

9. Electronic-LaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara yang
selanjutnyadisingkat E-LHKPN
merupakanaplikasielektronikuntukkegiatanpenyusunandanpe
laporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara yang
dibuatolehKomisiPemberantasanKorupsi.

10. HartaKekayaanPenyelenggara Negara adalahhartabenda yang
dimilikiolehPenyelenggara Negara besertaistridananak yang
masihmenjaditanggungan, berupahartabergerak,
hartatidakbergerak, danhak-haklainnya yang
dapatdinilaidenganuang yang diperolehPenyelenggara Negara
sebelum, selama, dansetelahmemangkujabatannya.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

(1) PenyelenggaraWajibWajibLapormenyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara WajibLapormenyampaikan LHKPN di
lingkunganPemerintah Kota Banjarterdiriatas:

a. Wali Kota Banjar;

b. WakilWali Kota Banjar;

c. PejabatTinggiPratama (Eselon II);

d. PejabatAdministratur/Kepala Kantor (Eselon III);

e. Auditor/PengawasPenyelenggaraUrusanPemerintahan
Daerah, PejabatFungsional;
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f. AnggotaKelompokKerjaPengadaanBarang/JasaMilikPemeri
ntah;

g. DireksidanPejabatStrukturalpadaBadan Usaha Milik
Daerah PemerintahDaerah Kota Banjar.

Pasal 3

(1) LHKPN sebagaimanadimaksuddalampasal 2 ayat (1)
disampaikankepada KPK melaluiaplikasi E-LHKPN
dalamwebsitehttps://elhkpn.kpk.go.id/.

(2) LHKPN sebagaimanadimaksuddalamayat (1)
disampaikankepada KPK melaluiaplikasi E-LHKPN
dalamwebsitehttps://elhkpn.kpk.go.id/setelahdibuatkanakuno
lehadmininstansi dan/atauadminunitkerja:

Pasal 4

Tandaterimapenyampaian LHKPN
disampaikansecaraelektronikkepadaPenyelenggara Negara oleh
KPK melaluiaplikasi E-LHKPN.

Pasal 5

KewajibanPenyelenggara Negara untukmenyampaikan
LHKPNselambat-lambatnyatanggal 31
Maretsetiaptahunnyadenganketentuandilaksanakansetelah:

a. mendudukijabatanuntukpertamakalinya;

b. promosiataumutasi; dan

c. pensiun.

BAB III

ADMIN

Pasal 6

(1) Untukmembantupelaksanaanpelaporan e-LHKPN di
lingkunganPemerintahDaerah Kota Banjarditunjuk Admin E-
LHKPN.

(2) Admin Instansi E-LHKPN sebagaimanadimaksudpadaayat (1)
terdiridari:

a. Admin Instansi (AI);dan

b. Admin Unit Kerja (AUK);

(3) Admin Instansi (AI) E-LHKPN sebagaimanadimaksudpadaayat
(1) huruf a mempunyaitugassebagaiberikut:

a. membuatAkun Admin Unit Kerja (AUK)
untuksetiapOrganisasiPerangkat Daerah di
lingkunganPemerintahDaerah Kota Banjar;

b. memberikanpenjelasan, mengkoordinasikan, dan
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
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pelaporan e-lhkpn PNWL di lingkungan Pemerintah Kota
Banjar;dan

c. melaporkanhasilpelaksanaanpengelolaan LHKPN
kepadaWali Kota.

(4) Admin Unit Kerja (AUK) E-LHKPN
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b
mempunyaitugassebagaiberikut:

a. membantu Admin InstansidalammembuatAkun Admin
Unit Kerja (AUK) untuksetiapOrganisasiPerangkat Daerah
di lingkunganPemerintah Kota Banjar;dan

b. membantu Admin Instansi (AI) dalam memberikan
penjelasan, mengkoordinasikan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pelaporan e-lhkpn PNWL di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kota Banjar;

(5) Penunjukan Admin Instansidan Admin Unit
KerjaditetapkandenganKeputusanWali Kota.

BAB IV

TINDAKAN ADMINISTRASI

Pasal 7

(1) PNWL sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (2)huruf a, b,
c, d,e, dan huruff yang tidakmelaporkan, tidakmengumumkan,
dan tidakbersediadiperiksa harta
kekayaannyadiberikantindakanadministrasiberupapenilaiandal
ampersyaratanmendudukisuatujabatanstrukturalataujabatanf
ungsional, sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

(2) Tindakanadministrasisebagaimanadimaksud pada ayat (1)
didahuluidenganpemberianperingatan secara tertulissebanyak
3 (tiga) kali, denganmasing-masingtenggangwaktu 2 (dua)
minggu dan pemanggilanoleh Wali
KotaselakuPejabatPembinaKepegawaian.

(3) TindakanadministrasiuntukDireksi dan PejabatStruktural pada
BadanUsahaMilikDaerahPemerintahKotaBanjarsebagaimanadi
maksuddalampasal 2 ayat (2) huruf g,
dilakukandalammekanismeRapatUmumPemegangSaham
(RUPS).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

PadasaatmulaiberlakunyaPeraturanWali Kota ini,
makaKeputusanWali Kota BanjarNomor700/Kpts.113-
BKPPD/2015tentangWajibLaporHartaKekayaanbagiPejabat yang
MemangkuJabatanStrategisdanPotensialsertaRawanKorupsi,
Kolusi, danNepotismedicabutdandinyatakantidakberlaku.
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Pasal 9

PeraturanWali Kota inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
danmengundangkanPeraturanWali Kota
inidenganpenempatannyadalamBerita Daerah Pemerintah Kota
Banjar.

Ditetapkan di Banjar

padatanggal5Maret 2018

PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA

Diundangkan di Banjar

padatanggal5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 15


